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ABSTRACT
Kecerdasan Artifisial (AI) semakin banyak digunakan dalam keputusan yang mempengaruhi kesehatan, pendidikan, sistem hukum, dan keberlanjutan, yang menimbulkan pertanyaan tentang martabat manusia, agensi moral, dan akuntabilitas. Studi konseptual ini mensintesis 22 studi yang telah ditinjau sejawat untuk mengembangkan perspektif filosofis tentang tata kelola AI yang bertanggung jawab. Ini mengacu pada etika Kantian, etika kebajikan, metafisika Islam, dan teori kritis kontemporer untuk memeriksa status AI sebagai agen moral dan implikasi penggunaan AI untuk tata kelola yang berpusat pada manusia. Sintesis ini menyoroti ketegangan yang berulang antara determinisme teknologi dan kebutuhan untuk menjaga kesejahteraan dan tanggung jawab manusia tetap menjadi pusat. Ini menyarankan bahwa sistem AI saat ini harus diperlakukan sebagai alat daripada agen moral otonom, dengan akuntabilitas yang terletak pada orang dan institusi yang merancang, menerapkan, dan mengawasi mereka. Makalah ini mengusulkan kerangka tata kelola interdisipliner yang mengintegrasikan martabat manusia, transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas sepanjang siklus hidup AI. Dengan menghubungkan prinsip-prinsip etika dengan tantangan institusional dan sektoral, kerangka ini menawarkan panduan untuk menyelaraskan pengembangan dan penggunaan AI dengan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial.
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Pendahuluan
Kecerdasan artifisial kini menjadi salah satu teknologi yang paling banyak mengubah wajah kehidupan, dan kehadirannya memicu perdebatan akademik yang luas tentang dampaknya bagi etika, filsafat, dan masyarakat. Penerapannya terus meluas dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari sistem pengambilan keputusan otonom hingga AI generatif yang mampu menghasilkan tulisan menyerupai karya manusia. Perluasan ini menguji kerangka filsafat moral, teori hukum, dan desain tata kelola yang selama ini kita andalkan. Kita membutuhkan perangkat konseptual baru untuk memahami titik temu antara kecerdasan mesin dan nilai-nilai kemanusiaan [1], [2].
Inti perdebatan tersebut terletak pada sebuah ketegangan mendasar. Sistem AI memang unggul dalam mengolah data, mengenali pola, dan melakukan optimasi. Namun, sistem ini tidak memiliki agensi moral yang reflektif dan otonom, padahal kapasitas itulah yang dalam tradisi filsafat klasik, dari Aristoteles hingga Kant, dipandang sebagai inti kemanusiaan dan sumber martabat manusia [3], [4], [5].
Ketegangan ini tidak berhenti di ranah teori. Ia muncul dalam persoalan kebijakan yang nyata. Bagaimana sistem AI perlu diatur agar martabat manusia tetap terlindungi? Standar etika seperti apa yang layak diberlakukan ketika AI digunakan di bidang yang sensitif, seperti kesehatan, peradilan, dan pendidikan? Lalu, bagaimana kerangka tata kelola dapat menjamin bahwa AI tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, alih-alih hanya melayani kepentingan teknologi atau komersial yang sempit [6], [7], [8].
Literatur yang ada sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari beragam sudut pandang disiplin, antara lain filsafat, hukum, ilmu komputer, sosiologi, dan studi agama. Meski demikian, masih sedikit kajian yang berupaya merangkai berbagai perspektif itu secara sistematis menjadi satu kerangka yang koheren. Celah inilah yang hendak diisi oleh tulisan ini. Berdasarkan dua puluh dua kajian internasional yang telah melalui telaah sejawat, tulisan ini menyusun analisis etika AI yang terpadu, mencakup landasan filosofis, kritik ontologis, model tata kelola, hingga penerapan di sektor-sektor tertentu [9], [10].
Tinjauan Pustaka
Etika Kant dan Kecerdasan Artifisial
Landasan filosofis etika AI banyak dipengaruhi oleh teori moral Kant. McGaughey menunjukkan bahwa epistemologi Kant memandang pengetahuan terkait erat dengan intuisi manusia, dan bahwa keyakinan moral semestinya bertumpu pada kewajiban untuk mewujudkan kebaikan [3]. Penekanan Kant pada otonomi moral, yakni prinsip bahwa hukum etis harus ditetapkan sendiri oleh agen rasional, secara langsung menggugat gagasan bahwa sistem AI dapat ikut serta dalam tatanan moral dalam arti yang sesungguhnya.
Zhang dan Giordano membawa analisis Kantian ini ke persoalan singularitas teknologi. Menurut mereka, singularitas bukan ancaman eksistensial, melainkan buah alami dari nalar dan inovasi manusia, dengan syarat AI diprogram agar selaras dengan nilai dan standar etika manusia [1]. Poin terpenting dari argumen mereka adalah bahwa keputusan moral harus tetap berakar pada subjek manusia, sekalipun kemampuan AI telah melampaui batas pengalaman individu.
Nagl mendekati teknologi digital dari sudut teori kritis. Ia berpendapat bahwa nalar praktis Kant, bila dipahami secara tepat, dapat menjadi fondasi filosofis bagi humanisme digital [2]. Nagl juga mengingatkan bahaya menjamurnya simulakra otonomi yang ditawarkan teknologi digital, karena ilusi semacam itu justru melemahkan kemampuan manusia untuk melakukan refleksi etis dan sosial-politik yang sungguh-sungguh.
Etika Keutamaan dan Agensi Moral AI
Kudriashova menelaah secara rinci apakah AI dapat disebut "etis" dari sudut pandang etika keutamaan kontemporer [4] . Kesimpulannya, robot sosial tidak dapat bertindak sebagai agen moral karena tidak memiliki agensi moral dan kapasitas untuk memiliki keutamaan sebagaimana dirumuskan dalam etika Aristotelian. Ia juga menilai bahwa setiap upaya menyusun daftar keutamaan universal bagi AI akan bermasalah, sebab keutamaan kerap berbenturan dengan keragaman situasi dalam dilema etis.
Karimi lebih jauh mempersoalkan hubungan antara kepribadian (personhood), status moral, dan AI [5] . Mereka berpendapat bahwa meskipun AI mungkin menunjukkan sifat-sifat tertentu yang dapat menjadi dasar pemberian status moral, AI tidak dapat mencapai kepribadian penuh karena tidak memiliki kesadaran diri dan pemahaman konseptual. Temuan ini mendorong kita untuk meninjau ulang hubungan antara teknologi, etika, dan konsep-konsep filsafat klasik.
Martabat Manusia dan Landasan Metafisisnya
Frantz, Rego, dan Barbas membahas krisis metafisika dalam etika postmodern beserta dampaknya bagi martabat manusia [11] . Menurut mereka, keterputusan nominalisme dari metafisika klasik telah melahirkan pemahaman yang terfragmentasi tentang pribadi manusia, sehingga martabat seolah bergantung pada faktor eksternal, bukan pada kualitas intrinsik. Jalan keluar yang mereka tawarkan adalah kembali pada realisme Aristotelian-Thomistik, yang memandang manusia sebagai substansi rasional dan spiritual dengan nilai yang melekat pada dirinya.
Kegelisahan atas hilangnya pijakan metafisis ini bergema pula dalam kritik metafisika Islam yang diajukan Hamzi [12]. Ia berpendapat bahwa AI menghadirkan pandangan dunia yang mengutamakan kuantifikasi dan optimasi, sehingga dimensi kualitatif dan sakral kehilangan tempatnya. Hamzi menyerukan reorientasi AI dalam kerangka metafisika Islam yang menekankan hierarki pengetahuan serta peran yang semestinya bagi manusia di alam semesta.
Tata Kelola, Pengakuan Hukum, dan Akuntabilitas
Hosseini Tabaghdehi dan Ayaz  mengusulkan model tata kelola sirkular untuk etika AI yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas sebagai prioritas [7]. Kerangka ini menekankan pendekatan yang mendahulukan manusia, pengawasan manusia yang berkelanjutan, dan keharusan menangani bias algoritmik. Menurut mereka, struktur tata kelola seperti ini krusial untuk menyelaraskan AI dengan nilai-nilai masyarakat.
Disemadi dan Sudirman menganalisis pengakuan hukum terhadap AI dalam konteks Indonesia [8] . Mereka menyimpulkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini belum memadai dan tertinggal dari kemampuan AI modern. Keduanya berpendapat bahwa AI harus diperlakukan sebagai alat, bukan subjek hukum, serta mendorong pendekatan regulasi per sektor yang menjadikan martabat manusia sebagai fondasi sistem hukum.
Dimensi peradilan dari tata kelola AI dikaji oleh Susilo dalam konteks hukum Indonesia [13]. Ia berargumen bahwa AI dapat memperbaiki kualitas putusan hakim melalui pengolahan data, sementara tanggung jawab moral tetap berada di tangan hakim. Kajian ini menawarkan model normatif berbasis Pancasila yang memadukan nilai filosofis dan etis, terutama yang berkaitan dengan martabat manusia dan keadilan sosial, ke dalam proses peradilan yang dibantu AI.
AI di Sektor Tertentu: Kesehatan, Pendidikan, dan Keberlanjutan
Qiu meneliti integrasi AI yang etis dalam perawatan paliatif [14]. Mereka menegaskan bahwa pendekatan etis yang peka budaya sangat penting untuk menjaga martabat pasien dan nilai-nilai relasional. Integrasi AI memang membawa perubahan besar, tetapi menurut mereka tidak boleh menggeser orientasi utama perawatan paliatif, yaitu perawatan yang berpusat pada pasien sebagai pribadi.
Wiese melakukan tinjauan sistematis terhadap pendidikan etika AI [9]. Mereka menemukan bahwa literasi AI dan penggunaan AI secara etis semakin mendesak bagi lembaga pendidikan. Mereka juga menekankan pentingnya dialog lintas disiplin dan pelibatan para pemangku kepentingan untuk menerapkan etika dalam pendidikan AI, termasuk di luar ruang kelas konvensional.
Dhar dan Sarkar mengajukan Sustainability Singularity Theory (SST) sebagai kerangka untuk memahami pertemuan antara AI, inovasi bisnis, dan aksi iklim[15] . Mereka berpendapat bahwa AI dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan transparansi, sekaligus mendorong pembiayaan hijau dan transformasi digital. Namun, mereka menegaskan perlunya pendekatan moral dan etis agar transisi menuju "singularitas keberlanjutan" tetap adil lintas generasi.
Pergeseran Paradigma dalam Riset Etika AI
Riset etika AI saat ini menunjukkan kematangan yang cukup berarti. Kajiannya tidak lagi sebatas merumuskan kode etik yang preskriptif, tetapi telah berkembang menjadi kerangka teoretis dan empiris yang berlapis. Isu-isu utama dalam kajian kontemporer dapat dikelompokkan ke dalam empat klaster yang saling berkaitan: (i) status ontologis dan metafisis AI; (ii) arsitektur tata kelola dan regulasi; (iii) tantangan etis di sektor tertentu; dan (iv) dampak AI generatif terhadap relasi manusia dan komputer [16], [10].
Shipley dan Williams mengajukan kritik ontologis yang radikal. Menurut mereka, AI lemah (weak AI) pada dasarnya mereduksi manusia yang hidup menjadi data mati melalui objektifikasi dan alienasi. Uniknya, solusi yang mereka tawarkan bukan membatasi pengembangan AI, melainkan membuka kemungkinan evolusinya menuju AI kuat (strong AI) yang mampu mengenali dan menjaga dimensi subjektif manusia. Pandangan ini tergolong minoritas dalam literatur, tetapi memperlihatkan betapa dalamnya perbedaan pendapat filosofis tentang hakikat AI [16] .
Ryan menawarkan perspektif kritis yang melawan arus narasi dominan tentang AI yang berpusat pada manusia. Ia berpendapat bahwa tudingan bahwa pengembangan AI arus utama gagal menempatkan manusia sebagai pusat justru menyesatkan dan problematis secara etis. Menurutnya, yang perlu diperiksa secara kritis adalah ideologi yang melandasi pengembangan AI, bukan sekadar menimpakan kegagalan kepada perusahaan atau pengembang secara perorangan [10] .
Perkembangan Kerangka Tata Kelola AI yang Etis
Kerangka tata kelola kontemporer makin menekankan prinsip sirkularitas, yaitu gagasan bahwa tata kelola etis harus terus ditinjau dan diperbarui seiring perkembangan teknologi dan masukan publik. Model sirkular Hosseini Tabaghdehi dan Ayaz memberi sumbangan penting ke arah ini. Model tersebut memadukan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam arsitektur tata kelola dinamis yang mampu menyesuaikan diri dengan kemampuan AI yang berubah cepat [7] .
Elsner memakai analogi historis tentang pembentukan negara. Ia berpendapat bahwa persoalan seputar AI berkemampuan tinggi bukanlah hal yang sepenuhnya baru, melainkan cerminan pola historis persaingan tata kelola. Menurutnya, pembangunan norma dan organisasi internasional dapat membantu meredam tekanan persaingan yang mendorong penerapan teknologi secara tidak aman. Keselamatan dan etika AI pun harus dipadukan, bukan diperlakukan sebagai dua persoalan terpisah [6] .
AI Generatif dan Simbiosis Manusia-Komputer
Kemunculan AI generatif (GenAI) membuka wilayah etika yang baru. Stockman berpendapat bahwa model kemitraan simbiotik antara manusia dan AI lebih tepat dibandingkan ketergantungan penuh pada teknologi. Ia menekankan pentingnya pengawasan manusia dalam kemitraan tersebut dan memperingatkan risiko GenAI yang dapat menggerus kreativitas serta kemampuan manusia dalam mengambil keputusan. Karena itu, ia mendorong sistem tata kelola dan pendidikan yang kuat untuk menjamin penggunaan AI secara etis [17].
Hadar Souval mengkaji potensi transformatif GenAI bagi penyandang disabilitas kognitif. Mereka berpendapat bahwa GenAI dapat berperan sebagai "cermin sosial" yang menyingkap bias masyarakat sekaligus sebagai mitra kognitif yang memungkinkan partisipasi sosial yang lebih penuh. Mereka menekankan pentingnya praktik pengembangan yang inklusif dan etis, dengan otonomi dan privasi pengguna sebagai prioritas [18].
Zhang menyoroti dimensi emosional sistem AI. Ia memperkirakan bahwa masa depan AI emosional akan sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi yang membuat AI makin mahir menyimulasikan emosi dan memberi respons emosional yang personal. Zhang menekankan perlunya kolaborasi interdisipliner untuk menyusun standar etika bagi sistem AI emosional, dan menegaskan bahwa AI semestinya mendukung, bukan menggantikan, pengalaman emosional manusia [19].
Perspektif Lintas Budaya dan Agama
Salah satu perkembangan penting dalam kajian terkini adalah makin luasnya pengakuan bahwa etika AI tidak dapat direduksi menjadi satu tradisi budaya atau filsafat saja. Kritik metafisika Islam dari Hamzi  menantang hegemoni epistemik pandangan dunia AI yang berpusat pada data, serta menuntut pengakuan atas struktur pengetahuan yang hierarkis dan dimensi spiritual keberadaan manusia. Perspektif ini memperkaya wacana etika AI agar lebih plural dan inklusif secara global [12] .
Hal serupa tampak pada model normatif berbasis Pancasila untuk putusan peradilan di Indonesia. Model ini memperlihatkan pentingnya memadukan nilai-nilai filsafat dan etika lokal, terutama yang terkait dengan martabat manusia dan keadilan sosial, ke dalam kerangka tata kelola AI [13]. Pendekatan ini menawarkan contoh etika AI yang berakar pada budaya dan dapat diadaptasi ke berbagai konteks nasional maupun regional. Pemetaan ringkas kajian-kajian utama yang dibahas di atas disajikan pada Tabel 1.
Table 1. Pemetaan Komparatif Kajian Terkini
	Penulis
	Fokus Kajian
	Kontribusi Utama
	Metodologi
	Celah Penelitian

	Kudriashova (2024)
	Etika keutamaan dan AI
	AI tidak dapat memiliki agensi moral sejati
	Teoretis-normatif
	Aspek ontologis status moral

	Zhang & Giordano (2025)
	Perspektif Kant dan AI
	AI sebagai asisten, bukan pengganti manusia
	Analisis filosofis
	Integrasi nilai multikultural

	Frantz et al. (2025)
	Martabat manusia dan etika posmodern
	Urgensi landasan metafisis bagi martabat
	Metafisika Thomistik
	Operasionalisasi dalam regulasi

	Dhar & Sarkar (2025)
	AI dan tata kelola iklim
	SST: konvergensi AI, inovasi, dan iklim
	Teori kuantitatif
	Mekanisme implementasi global

	Hamzi (2026)
	Kritik Islam terhadap AI
	Reorientasi ontologis epistemologi AI
	Metafisika Islam
	Dialog lintas tradisi filsafat

	Hosseini Tabaghdehi & Ayaz (2025)
	Tata kelola etika AI
	Model sirkular transparansi-akuntabilitas
	Kerangka manajerial
	Validasi empiris lintas sektor

	Disemadi & Sudirman (t.t.)
	Regulasi AI di Indonesia
	AI sebagai alat, bukan subjek hukum
	Hukum normatif
	Perbandingan yurisdiksi global

	Stockman (2025)
	Simbiosis manusia-AI
	Pentingnya pengawasan manusia atas GenAI
	Analisis etis kritis
	Kerangka tata kelola praktis


Hasil Dan Pembahasan
Konsensus Filosofis: AI sebagai Alat, Bukan Agen Moral
Temuan utama sintesis ini adalah adanya konsensus filosofis yang kuat lintas tradisi bahwa AI tidak dapat mencapai agensi moral sejati. Baik ditinjau melalui epistemologi Kant [20], [1], etika keutamaan Aristotelian [4], metafisika Islam [12], maupun filsafat analitik kontemporer [5], kesimpulannya konsisten. Sistem AI tidak memiliki kesadaran diri, intensionalitas, dan kapasitas pertimbangan moral yang sejati, padahal ketiganya diperlukan untuk menjadikannya pribadi moral atau subjek hukum.
Konsensus ini membawa implikasi yang dalam bagi tata kelola dan hukum. Jika AI tidak dapat menjadi agen moral, tanggung jawab moral dan hukum atas keputusan yang dihasilkan AI harus tetap berada pada manusia, yaitu pengembang, operator, regulator, dan pengguna akhir. Prinsip ini sejalan dengan rekomendasi Disemadi dan Sudirman agar AI diperlakukan sebagai alat, bukan subjek hukum. Prinsip yang sama juga tampak dalam kerangka berbasis Pancasila [13] yang menempatkan AI sebagai pendukung keputusan, bukan pengambil keputusan, dalam proses peradilan.
Namun, menolak agensi moral AI tidak serta-merta menjawab semua persoalan etis. Penolakan itu justru memindahkan beban tanggung jawab kepada orang dan lembaga yang merancang, menyebarluaskan, dan mengatur sistem AI, sehingga dibutuhkan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Hosseini Tabaghdehi dan Ayaz mencatat bahwa penanganan bias algoritmik dan jaminan keadilan dalam penerapan AI, terutama di bidang sensitif seperti rekrutmen dan alokasi sumber daya, memerlukan pengawasan manusia yang berkelanjutan, bukan sekadar perbaikan desain satu kali [7] .
Martabat Manusia sebagai Inti yang Tidak Dapat Ditawar
Temuan besar kedua adalah sentralitas martabat manusia sebagai nilai dasar etika AI. Prinsip ini muncul dalam berbagai kerangka filosofis, hukum, dan keagamaan yang dianalisis dalam kajian ini. Frantz, Rego, dan Barbas  berpendapat bahwa tanpa pijakan metafisis, martabat rentan direduksi menjadi sekadar utilitas atau preferensi sehingga mudah tunduk pada tekanan ideologis dan teknologis. Ajakan mereka untuk kembali pada realisme Aristotelian-Thomistik memberikan dasar filosofis yang kokoh untuk melindungi martabat dari rasionalitas instrumental [11] .
Hamzi memperluas kegelisahan ini ke ranah epistemik. Ia berpendapat bahwa pandangan dunia AI yang berpusat pada data secara implisit merendahkan martabat manusia karena mereduksi individu menjadi titik-titik data yang dapat dikuantifikasi. Ia mengusulkan tiga pengaman, yaitu ontologis, eksistensial, dan epistemologis, sebagai pedoman keterlibatan yang bertanggung jawab dengan AI. Ketiganya menuntut agar AI dipahami sebagai alat ciptaan, bukan sumber kebijaksanaan, serta agar tatanan yang semestinya antara ontologi, epistemologi, dan etika dipulihkan dalam wacana AI [12] .
Di ranah hukum, Disemadi dan Sudirman mengingatkan bahwa mengakui AI sebagai subjek hukum dapat mengaburkan batas antara manusia dan entitas non manusia. Pada gilirannya, hal itu berpotensi melemahkan status moral dan hukum martabat manusia. Analisis mereka atas hukum Indonesia menggambarkan bahaya kerangka regulasi yang gagal mengikuti implikasi filosofis dari teknologi yang terus berkembang.
Arsitektur Tata Kelola: Dari Prinsip ke Praktik
Sintesis ini menyingkap tantangan besar dalam menerjemahkan prinsip-prinsip etis menjadi arsitektur tata kelola yang efektif. Model tata kelola sirkular Hosseini Tabaghdehi dan Ayaz menawarkan salah satu jalan, yakni menanamkan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam siklus umpan balik dinamis yang dapat merespons kemampuan AI yang terus meningkat. Kendati demikian, model ini menuntut kapasitas kelembagaan dan kemauan politik yang tidak tersebar merata di berbagai negara [7].
Elsner memberikan perspektif historis tentang tantangan tata kelola. Ia mencatat bahwa persoalan seputar AI tingkat lanjut mencerminkan pola historis persaingan antarnegara dan pembentukan norma. Rekomendasinya tentang kerangka organisasi internasional untuk meredam tekanan persaingan dalam penerapan AI yang tidak aman sejalan dengan seruan yang lebih luas dalam literatur bagi tata kelola multilateral atas teknologi transformative [6] .
Sustainability Singularity Theory (SST) dari Dhar dan Sarkar  menghadirkan cara pandang tata kelola yang berorientasi ke depan. Mereka berargumen bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk tata kelola iklim dan pembangunan berkelanjutan, asalkan pendekatan etis dan moralnya menjamin kesetaraan antargenerasi. Kerangka ini menegaskan perlunya arsitektur tata kelola yang tidak hanya menangani risiko etis jangka pendek, tetapi juga implikasi keberlanjutan jangka Panjang [15].
Tantangan Etis di Sektor Tertentu
Analisis atas kajian sektoral menunjukkan bahwa tantangan etika AI sangat bergantung pada konteks. Dalam perawatan paliatif, Qiu menemukan bahwa pendekatan etis yang peka budaya sangat penting untuk menjaga martabat manusia dan nilai-nilai relasional. Studi kualitatif mereka memperlihatkan bahwa tenaga kesehatan memandang integrasi AI sebagai hal yang transformatif, tetapi menegaskan bahwa perubahan itu tidak boleh menggeser orientasi utama perawatan yang berpusat pada pasien. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pedoman etika khusus per bidang yang melampaui prinsip-prinsip umum [14].
Di ranah peradilan, model berbasis Pancasila  memperlihatkan ketegangan antara kemampuan AI mengolah data secara objektif dan sifat subjektif yang melekat pada keadilan. Kajian tersebut berpendapat bahwa AI dapat meningkatkan efisiensi peradilan, tetapi tidak dapat menggantikan pertimbangan etis dan kearifan yang harus dijalankan hakim. Posisi ini konsisten dengan konsensus filosofis yang lebih luas tentang keterbatasan AI sebagai agen moral [13].
Dalam bidang pendidikan, Wiese menemukan bahwa literasi AI dan penggunaan AI secara etis makin mendesak, sementara bidang pendidikan etika AI sendiri masih berada pada tahap awal. Bukti empiris tentang efektivitas pedagogisnya pun masih minim. Mereka menyerukan penelitian lanjutan yang membangun di atas berbagai upaya inovatif dalam pendidikan etika AI, serta menekankan dialog multidisiplin dan pelibatan pemangku kepentingan [9].
Pathak mengungkap perbedaan penting dalam persepsi etika AI antara peneliti bidang medis dan nonmedis. Menurut mereka, menjaga integritas penelitian di era AI memerlukan kebijakan yang peka konteks, bukan pedoman yang seragam. Mereka mendorong penyusunan pedoman etika dua jalur yang saling melengkapi, serta integrasi literasi GenAI ke dalam pelatihan penelitian [21] .
AI Generatif, Sistem Emosional, dan Relasi Manusia
Kajian tentang AI generatif menunjukkan tantangan etis yang khas, yang muncul seiring meningkatnya kemampuan AI menyimulasikan interaksi yang menyerupai manusia. Zhang mengidentifikasi ketegangan utama dalam sistem AI emosional: makin memikat AI secara emosional, makin besar kewaspadaan etis yang diperlukan agar emosi dan relasi antarmanusia tidak tergerus. Keseimbangan antara kemampuan emosional AI dan norma etika manusia memerlukan kolaborasi interdisipliner serta penyesuaian yang peka budaya [19].
Stockman menyuarakan kekhawatiran serupa. Ia berpendapat bahwa risiko etis simbiosis manusia-komputer mencakup terkikisnya kreativitas manusia, otonomi dalam mengambil keputusan, serta nilai intrinsik pengetahuan dan agensi manusia. Rekomendasinya tentang tata kelola dan sistem pendidikan yang kuat sejalan dengan rekomendasi tata kelola yang lebih luas dalam literatur [17].
Hadar Souval memberikan penilaian yang lebih optimistis tentang potensi GenAI, khususnya bagi penyandang disabilitas kognitif. Analisis mereka menunjukkan bagaimana GenAI dapat menantang asumsi tradisional tentang kemampuan kognitif dan partisipasi sosial, sambil tetap menekankan pentingnya desain inklusif yang mengutamakan otonomi dan privasi pengguna [18].
Perspektif Teori Kritis: Objektifikasi dan Kekuasaan
Shipley dan Williams menawarkan perspektif teori kritis yang menantang wacana etika AI arus utama. Mereka berargumen bahwa AI lemah pada hakikatnya merupakan instrumen penindasan, karena mereduksi manusia yang hidup menjadi data mati melalui objektifikasi dan alienasi. Usulan mereka untuk mengembangkan AI kuat sebagai jalan keluar memang kontroversial. Meski begitu, kritik mereka membantu menyoroti dinamika kekuasaan yang tertanam dalam sistem AI dan kondisi struktural yang membentuk pengembangannya [16].
Ryan melengkapi perspektif kritis ini dengan menggugat landasan ideologis narasi AI yang berpusat pada manusia. Ia berpendapat bahwa dikotomi antara pendekatan yang berpusat pada manusia dan yang berpusat pada mesin bersifat menyesatkan. Yang lebih dibutuhkan adalah pemeriksaan kritis yang ketat terhadap sistem pengetahuan dan relasi kuasa yang membentuk pengembangan AI. Analisis ini menunjukkan pentingnya ekonomi politik dan teori kritis sebagai perangkat analisis etika AI [10].
Nagl memperkuat kegelisahan kritis tersebut. Menurutnya, maraknya otonomi dan kebebasan semu dalam teknologi digital telah melemahkan refleksi etis yang sejati. Dengan bertumpu pada tradisi Mazhab Frankfurt, ia menganalisis implikasi sosial-politik AI dan menunjukkan bahwa penyebaran gagasan kebebasan yang keliru oleh industri budaya membuat lanskap sosial-politik di era digital makin rumit [2].
Menuju Kerangka Terpadu
Sintesis berbagai perspektif ini memperlihatkan garis besar kerangka terpadu etika AI yang dapat menampung kedalaman filosofis, pragmatisme tata kelola, dan kepekaan lintas budaya. Kerangka tersebut bertumpu pada empat komitmen dasar: (i) pengakuan bahwa AI adalah alat, bukan agen moral atau subjek hukum; (ii) penegasan martabat manusia sebagai nilai yang tidak dapat ditawar dan memiliki pijakan metafisis; (iii) penerapan arsitektur tata kelola yang sirkular dan adaptif untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas; dan (iv) penyusunan pedoman etika khusus per bidang yang menghormati keragaman budaya dan kekhasan konteks [11], [5],  [7], [13].
Kerangka ini sejalan dengan, sekaligus memperluas, pedoman etika AI internasional yang sudah ada. Ia memadukan kedalaman filosofis dari tradisi klasik, wawasan teori kritis tentang kekuasaan dan objektifikasi, serta temuan empiris dari kajian sektoral. Kerangka ini juga menjawab pengakuan yang makin luas bahwa etika AI tidak dapat direduksi menjadi satu tradisi budaya atau filsafat, sehingga pendekatan yang plural dan inklusif dalam tata kelola AI global menjadi penting [9], [3], [22].
Kesimpulan
Tulisan ini telah menyintesis dua puluh dua kajian yang melalui telaah sejawat untuk menyusun analisis komprehensif tentang etika kecerdasan artifisial, mulai dari landasan filosofis, kerangka tata kelola, hingga penerapannya di sektor tertentu. Beberapa kesimpulan pokok dapat ditarik dari analisis ini.
Pertama, terdapat konsensus lintas disiplin yang kuat bahwa AI tidak dapat mencapai agensi moral sejati sebagaimana dituntut oleh filsafat Kant, Aristoteles, maupun tradisi keagamaan klasik. Konsensus ini berimplikasi langsung pada tata kelola dan hukum. Tanggung jawab moral dan hukum atas keputusan berbasis AI harus tetap berada pada manusia, dan AI perlu diatur sebagai alat yang berdaya besar, bukan sebagai subjek hukum.
Kedua, martabat manusia tampil sebagai nilai inti yang tidak dapat ditawar dan harus menjadi jangkar etika AI. Baik yang bersumber dari metafisika Aristotelian-Thomistik, epistemologi Islam, maupun nilai-nilai konstitusional Indonesia, komitmen terhadap nilai intrinsik manusia memberikan pijakan filosofis yang dibutuhkan untuk menolak reduksi individu menjadi titik data dan instrumentalisasi relasi antarmanusia.
Ketiga, tata kelola AI yang efektif memerlukan kerangka yang adaptif dan sirkular, dengan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas sebagai unsur struktural, bukan tambahan opsional. Kerja sama internasional, pedoman sektoral, dan program pendidikan etika AI yang kuat merupakan komponen yang sama-sama diperlukan dalam arsitektur tata kelola tersebut.
Keempat, tantangan etis yang dimunculkan oleh AI generatif dan sistem AI emosional menuntut perhatian khusus. Risiko terkikisnya kreativitas, otonomi, dan integritas relasional manusia memerlukan langkah tata kelola yang proaktif dengan mengutamakan pengawasan manusia dan kepekaan budaya.
Kajian ini memiliki keterbatasan, yaitu ketergantungannya pada sampel dua puluh dua kajian terpilih dan fokusnya pada analisis teoretis-normatif, bukan penelitian empiris. Penelitian selanjutnya perlu melengkapi sintesis ini dengan studi empiris tentang praktik tata kelola etika AI, mengembangkan ukuran kuantitatif untuk aspek etis, serta melibatkan tradisi filsafat non-Barat secara lebih mendalam dalam wacana etika AI.
Sebagai penutup, pengembangan AI yang etis bukan sekadar tantangan teknis, melainkan pada dasarnya tantangan kemanusiaan. Tantangan ini menuntut yang terbaik dari penalaran filosofis, kreativitas hukum, dan inovasi tata kelola, dengan komitmen teguh terhadap martabat manusia dan kebaikan bersama sebagai penuntunnya.
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